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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Implementasi 

Secara etimologis konsep Implementasi menurut kamus Webster berasal 

dari bahasa Inggris, yaitu Implement.
6

 Dalam kamus, Implementasi berarti 

menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu dan memiliki efek yang sebenarnya. 

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah 

pelaksanaan atau penerapan. Definisi lain dari implementasi adalah menyediakan 

sarana untuk melakukan sesuatu yang memiliki efek atau pengaruh pada sesuatu. 

Definisi implementasi juga dapat bervariasi menurut para ahli: 

1. Nurman Usman 

Implementasi adalah adanya suatu kegiatan, tindakan, aksi atau 

mekanisme sistem yang mengarah pada adanya bukan hanya suatu 

kegiatan, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan suatu kegiatan yang 

dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. 

2. Menurut Mazmanian dan Sabatier 

Mazmanian dan Sabatier memahami bahwa implementasi adalah 

pelaksanaan kebijakan hukum dasar, juga dalam bentuk perintah atau 

keputusan atau, atau putusan pengadilan. Proses penegakan terjadi setelah 

melalui beberapa tahapan, seperti melalui tahapan hukum, kemudian 

keluar beberapa keputusan kebijakan penegakan, dan seterusnya, hingga 

kebijakan korektif dilibatkan. 

                                                           
6 Gramedia, literasi Implementasi  (diaksespada tanggal 13 maret 2023 pada pukul 14:16) 
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2.2  Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian 

Anggota Polri 

Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang 

ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana 

mestinya. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia Peraturan 

Pemerintah terletak di bawah Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-undang dan di atas Peraturan Presiden. Kewenangan membuat Peraturan 

Pemerintah diberikan oleh UUD 1945 kepada presiden. 

Dapat dikatakan, fungsi Peraturan Pemerintah adalah sebagai instrumen 

untuk mengadakan pengaturan lebih lanjut untuk melaksanakan Undang-Undang. 

Peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan perintah undang-undang atau untuk 

menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang 

dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan. 

Dengan diberlakukannya UndangUndang Nomor 1 Tahun 2003 tentang  

pelaksanaan  administrasi  pemberhentian  anggota  Kepolisian  Negara  Republik  

Indonesia diperlukan  Peraturan  Pemerintah  dan  peraturan  pelaksanaan  lainnya  

sebagai  penjabaran ketentuan-ketentuan dasar, konsepsi, dan asas-asas yang 

terkandung dalam Undang-Undang Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia. 

Anggota kepolisian republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan 

hormat diatur dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 

tentangPemberhentian Anggota Polri menyatakan
7
: 

                                                           
7 Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang  pemberhentian Anggota Polri 
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(1) Anggota kepolisian Negara republik Indonesia diberhentikan tidak 

dengan hormat dari dinas kepolisian Negara republik Indonesia apabila: 

a. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan 

penjabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap 

berada dalam dinas kepolisian Negara Republik Indonesia. 

b. Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu atau tidak benar 

pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota kepolisian Negara 

republik Indonesia. 

c. Melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah 

pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang 

menentang Negara atau pemerintah republik  Indonesia secara tidak 

sah. 

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah 

melalui sidang komisi kode etik kepolisian Negara Republik  Indonesia. 

 

Materi  peraturan  ini  pada  dasarnya  disusun untuk membantu 

penyelenggaraan pembinaan administrasi pemberhentian anggota Kepolisian dari 

dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehubungan  dengan  itu  seluruh  

materi  yang  terdapat  dalam  Peraturan  Pemerintah  ini meliputi   ketentuan   

umum,   pemberhentian  dengan   hormat   dan   dengan   tidak   hormat, 

kewenangan  memberhentikan dan  mempertahankan  dalam  dinas  aktif,  

ketentuan  lain-lain, ketentuan   peralihan   dan   ketentuan   penutup.    

2.3 Kepolisian Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2002  Tentang 

Kepolisian  

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi dibeberapa negara memiliki 

ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan politea, di Inggris 

police juga dikenal adanya istilah constable, di Jerman polizei, di Amerika dikenal 

dengan sheriff, di Belanda polite, di Jepang dengan istilah koban dan chuzaisho 

walaupun sebenarnya istilah koban adalah suatu nama pos polisi di wilayah kota 

dan chuzaisho adalah pos polisi di wilayah pedesaan. Jauh sebelum istilah polisi 
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lahir sebagai organ, kata polisi telah dikenal dalam bahasa Yunani, yakni politeia. 

Kata politeia digunakan sebagai title buku pertama plato, yakni Politeia yang 

mengandung makna suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, 

suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat 

keadilan dijunjung tinggi.  

Kemudian dikenal sebagai bentuk negara, yaitu negara polisi (polizeistaat) 

yang artinya negara yang menyelenggarakan keamanan dankemakmuran atau 

perekonomian, meskipun negara polisi ini dijalankan secara absolut. Fungsi 

dijalankan atas kewenangan dan kewajiban untuk mengadakan pengawasan dan 

bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara memerintah untuk 

melaksanakan kewajiban umum, mencari secara aktif perbuatan yang tidak 

melaksanakan kewajiban umum, memaksa yang diperintah untuk melakukan 

kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah 

untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan. 

Satu hal yang perlu dicermati dari pengertian tersebut, bahwa polisi adalah 

organ pemerintahan (regeeringorganen) yang diberi wewenang dan kewajiban 

Kepolisian dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
8

 NRI tersebut 

mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Jika 

mencermati pengertian fungsi polisi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 

Undang-Undang Kepolisian tersebut fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi 

pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, 

menegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat. 

                                                           
8 Undang-Undang  No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 2 
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Kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu 

lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. Polisi dan kepolisian mengandung pengertian yang berbeda. 

Polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, dan 

kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu 

lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara, 

sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab 

lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara 

lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 

pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat. 

2.3.1    Tugas Kepolisian  

 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13  

UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
9
. 

Tugas Pokok Polri yang dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga, yakni : 

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;  

2. Menegakkan hukum;  

3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat. Menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan 

ketertiban masyarakat, Polri memiliki tanggung jawab terciptanya dan 

terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan 

masyarakat.  

                                                           
9 Undang-Undang  No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 
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Berdasarkan pendapat Soebroto Brotodiredjo mengemukakan, bahwa 

keamanan dan ketertiban adalah keadaan 
10

 bebas dari kerusakan atau kehancuran 

yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari 

ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari 

jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran 

norma-norma. 

Dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat tersebut dicapai melalui tugas preventif dan represif. Tugas dibidang 

preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud 

pemberian pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat
11

, agar 

masyarakat merasa aman, tertib, dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya. 

Oleh karena itu langkah preventif, adalah usaha mencegah bertemunya niat dan 

kesepakatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas. 

Tugas-tugas dibidang represif, adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan 

pelanggaran menurut ketentuan dalam undang-undang. Tugas represif ini sebagai 

tugas kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum, yang dibebankan 

kepada petugas kepolisian. 

Tugas pokok kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 13 UU. No. 2 Tahun 

2002 tersebut dirinci dalam Pasal 14, terdiri dari :
12

 

1. Melaksanakan peraturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap 

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan 

                                                           
10Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, Penegak Hukum Di Lapangan Oleh  

 Polri. Jakarta: Dinas Hukum Polri,1997  Hlm. 22. 
11Sadjijono,  Memahami Hukum Kepolisian. Surabaya: Laksbang  , 2009 Hlm. 5 
12Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 
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2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, 

ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan 

3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, 

kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap 

hukum dan peraturan perundang-undangan 

4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional 

5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum 

6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap 

kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk 

pengamanan swakarsa 

7. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana 

sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan 

lainnya 

8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 

laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas 

kepollisian 

9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan 

lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk 

memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi HAM 

Berdasarkan konsep negara hukum, bahwa wewenang pemerintah berasal 

dari peraturan perundang-undangan. Berpijak pada konsep penyelenggaraan 

kepolisian adalah penyelenggaraan salah satu fungsi dari pemerintahan sesuai 

dengan Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI, maka asas 
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legalitas menjadi prinsip utama dalam menjalankan prinsip dan wewenang 

kepolisian.Secara teoritik menurut H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt wewenang 

yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh tiga cara, yaitu : 

1. Atributie atau atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh 

pembuat undang-undang kepada organ pemerintah.  

2. Delegatie atau delegasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan dari 

satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.  

3. Mandaat atau mandat yaitu terjadi ketika organ pemerintahan 

mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. 

2.3.2 Wewenang Kepolisian  

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan 

penanganan sebagaimana yang di atur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik 

yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan 

keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 

UndangUndang Polri,
13

 telah menetapkan kewenangan sebagai berikut:  

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan 

2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki kejadian perkara 

untuk kepentingan penyidikan 

3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka 

penyidikan 

                                                           

13 Undang-Undang  No.2 Tahun 2002  Tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 6 
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4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta 

memeriksa tanda pengenal diri 

5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat 

6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi 

7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara 

8. Mengadakan penghentian penyidikan 

9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum 

10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang 

berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak 

atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang di sangka 

melakukan tindak pidana;  

11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai 

negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.  

Undang-undang kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan 

tegaknyahukum serta terbinannya ketentraman masyarakat dalam rangka 

terpeliharanya keamanaan negara, terselenggaranya fungsi pertahannan dan 

keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak 

asasi manusia terlaksana. Selain itu tujuan Polisi Indonesia menurut Jendral Polisi 

Rusman Hadi, ialah mewujudkan keamanan dalam negara yang mendorong gairah 

kerja masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. 
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2.3.3 Fungsi Kepolisian 

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun2002 

tentang kepolisian Republik Indonesia, menyatakan:
14

 

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di 

bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan 

hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. 

 

Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum, polisi wajib memahani asas-

asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan 

kerja yaitu sebagai berikut: 

1. Asas Legalitas, dalam melaksankan tugasnya sebagai penegak hukum 

wajib tunduk pada hukum.  

2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani 

permasalahan masyarakat.  

3. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat 

polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan 

ketaatan hukum di kalangan masyarakat.  

4. Asas Preventif, selalu menedepankan tindakan pencegahan dari pada 

penindakan (represif) kepada masyarakat.  

                                                           
14 Undang-Undang  No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 2 
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5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak 

menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh 

instansi yang membelakangi. 

2.4 Tinjauan Umum Tentang Kriminologi 

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki 

sebab-sebab kejahatan dan gejala kejahatan dalam arti seluas-luasnya. Istilah 

kriminologi pertama kali (1897) digunakan oleh P. Topinard (1830-1911), ahli 

dari Perancis dalam bidang antropologi.
15

 Istilah sebelumnya banyak digunakan 

adalah antropologi criminal.Secara etimologis krimonologi sebagai ilmu 

pengetahuan berasal dari kata crimen yang berarti kejahatan dan logos yang 

berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. 

Dengan demikian dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan 

tentang kejahatan. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau 

mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat 

yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan 

kejahatan. Beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda mengenai 

kriminologi ini, diantaranya adalah: 

1. E.H Sutherland dan Katherine S. Williams, menyatakan kriminologi 

adalah ilmu dari berbagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan 

sebagai fenomena sosial yang meliputi studi mengenai:  

a. Karakteristik hukum pidana 

b. Keberadaan kriminalitas 

                                                           
15Nursariani Simatupang dan Faisal, Kriminologi. Medan: Pustakaprima, 2017  Hlm  3 
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c. Pengaruh kejahatan terhadap korbannya dan terhadap masyarakat 

d. Metode penanggulangan kejahatan,  

e. Atribut penjahat 

f. Karakteristik dan bekerjanya sistem peradilan pidana.  

2. Soedjono Dirdjosisworo, menyatakan bahwa kriminologi mempelajari 

kejahatan sebagai fenomena sosial.  

Perspektif teori kriminologi untuk membahas masalah kejahatan pada 

umumnya memiliki dimensi yang amat luas. Keluasan dimensi dimaksud sangat 

bergantung pada titik pandang yang hendak dipergunakan dalam melakukan 

analisis teori terhadap subjek pembahasan. Sutherland dalam Topo Santoso, 

merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang terikat 

dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. 

Menurut Sutherland, kriminologi mencakup proses-proses pembuatan 

hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi 

olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu: 

1. Sosiologi hukum, kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang 

dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu 

perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki faktor-

faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum khususnya hukum 

pidana. 

2. Etiologi kejahatan, merupakan cabang ilmu kriminologis yang mencari 

sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologis, etiologi kejahatan 

merupakan kejahatan paling utama.  
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3. Penologi, pada dasarnya ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland 

memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian 

kejahatan represif maupun preventif.      

M.A.W, Bonger dalam Topo Santoso lalu membagi kriminologi ini menjadi 

kriminologi murni yang mencakup :
16

 

A. Antropologi Kriminil adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat 

(somatic). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang 

orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa apakah ada 

hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.  

B. Sosiologi Kriminil ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu 

gejala masyarakat, pokok persoalan yang dijawab dari bidang ilmu ini adalah 

sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.  

C. Psikologi Kriminil Ilmu pengetahuan tenatang penjahat yang dilihat dari 

sudut jiwanya.  

D. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal ialah ilmu tentang penjahat 

yang sakit jiwa atau urat syaraf.  

E. Penology ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.  

Pada umumnya, para sarjana kriminologi bersepakat bahwa yang 

merupakan objek penelitian kriminologi adalah kejahatan, penjahat, tingkah laku 

menyimpang, pelaku penyimpangan, korban kejahatan, reaksi sosial terhadap 

tingkah laku jahat dan tingkah laku menyimpang, baikmerupakan reaksi 

formal,yaitu bekerjanya pranata-pranata sistem pradilan pidana, maupun reaksi 

                                                           
16 Nursariani Simatupang dan Faisal,  Kriminologi. Medan: Pustaka prima, 2017 Hlm 9-

10. 
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nonformal dari warga masyarakat terhadap pelaku kejahatan serta korban 

kejahatan dalam suatu peristiwa kejahatan.
17

 

Kriminologi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan, pada 

dasarnya sangat tergantung pada disiplin ilmu-ilmu lainnya yang mempelajari 

kejahatan, bahkan dapat dikatakan bahwa keberadaan kriminologi itu merupakan 

hasil dari berbagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan tersebut. Dengan 

demikian, kriminologi itu bersifat “interdisipliner”, artinya suatu disiplin ilmu 

yang tidak berdiri sendiri, melainkan hasil kajian dari ilmu lainnya terhadap 

kejahatan. Pendekatan interdisipliner merupakan pendekatan dari berbagai disiplin 

ilmu terhadap suatu objek yang sama, yakni kejahatan.  

Kriminologi bergantung dari hasil penelitian disiplin-disiplin lainnya 

seperti antropologi, ilmu kedokteran, psikologi, psikiatri, sosiologi, hukum, 

ekonomi, dan statistik. Sebagai suatu ilmu pengetahuan yang objeknya kejahatan, 

dimana kejahatan merupakan suatu gejala sosial, maka kriminologi pada dasarnya 

adalah suatu disiplin yang bersifat faktual. Kriminologi bukan sebagai disiplin 

seperti disiplin hukum yang bersifat “abstrak”, melainkan suatu disiplin ilmu yang 

berbicara masalah “kenyataan”. 

Perkembangan kejahatan bukanlah suatu hal yang asing, oleh karena 

sejarah kehidupan manusia sejak awal diciptakan telah terbukti mengenal 

kejahatan.Apalagi pada saat seperti sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi justru memberi peluang yang lebih besar bagi berkembangnya 

berbagai bentuk kejahatan.Atas dasar itulah maka kriminologi dalam 

                                                           
17Topo Santoso, Kriminologi. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017 Hlm  11. 
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pengaktualisasian dirinya berupaya mencari jalan untuk mengantisipasi segala 

bentuk kejahatan serta gejala-gejalanya. 

Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata Crime artinya kejahatan 

dan Logos artinya ilmu pengetahuan.Oleh sebab itu kriminologi dapat diartikan 

secara luas dan lengkap sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang 

kejahatan. Kriminologi dilahirkan pada pertengahan abad ke-19 yang lampau 

sejak dikemukakannya hasil penyelidikan Cesare Lombroso (1876) tentang teori 

tentang atavisme dan tipe penjahat serta munculnya teori mengenai hubungan 

sebab-akibat bersama-sama dengan Enrico Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan 

dari kejahatan. 

Kejahatan atau delinkuen dilakukan oleh keluarga, karena keluarga 

merupakan tempat terjadinya pembentukan kepribadian, internalisasi, orang 

belajar baik dan buruk dari keluarga. Apabila internal dan eksternal kontrol lemah, 

alternatif untuk mencapai tujuan terbatas, maka terjadilah delinkuen, hal ini 

merupakan sesuatu yang jarang terjadi.
18

 Kejahatan adalah perilaku manusia yang 

melanggar (hukum Pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-

korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.
19

 

Kejahatan adalah suatu perilaku atau perbuatan yang dapat merugikan dan 

mencelakakan orang lain. Kejahatan berasal dari kata jahat yang artinya sangat 

tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang dilihat dari kebiasaan orang lain. 

Dalam pandangan ilmu sosial kejahatan diartikan sebagai gejala sosial yang lahir 

                                                           
18Romli Atmasasmita,  Teori dan Kapita Selekta  Kriminologi. Surabaya: Refika 

Aditama,2015  Hlm  3 
19Nursariani Simatupang dan Faisa, Kriminologi. Medan: Pustaka prima,2017  Hlm 43 
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dalam konteks ketidakadilan struktural atau perwujudan kebhinekaan prilaku 

manusia yang merupakan reaksi-reaksi atas kondisi kelas sosial ekonomi sosial 

seseorang atau kelompok masyarakat.
20

 

2.5.  Pemalsuan Surat  

Perbuatan pemalsuan surat merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap 

kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri 

sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur dalam masyarakat 

yang maju dan teratur tidak dapat berlangsung lama tanpa adanya jaminan 

kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya
21

. 

Karenanya perbuatan pemalsuan merupakan ancaman bagi kelangsungan 

hidup dari masyarakat tersebut. Manusia telah diciptakan untuk hidup 

bermasyarakat, dalam suasana hidup bermasyarakat itulah ada perasaan saling 

ketergantungan satu sama lain. Didalamnya terdapat tuntutan kebiasaan, aspirasi, 

norma, nilai kebutuhan dan sebagainya. Kesemuanya ini dapat berjalan 

sebagaimana mestinya jika ada keseimbangan pemahaman kondisi sosial tiap 

pribadi. 

Menurut Adam Chazawi mengemukakan bahwa : Pemalsuan adalah 

berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran 

atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah 

benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. 

                                                           
20 Ende Hasbi Nassaruddin, Kriminologi. Bandung: Pustaka Setia, 2016  Hlm  4 
21 Adami Chazawi, Kejahatan Mengenai Pemalsuan, Jakarta : PT. Raja Grafindo 

Persada,2002 
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 Tetapi keseimbangan tersebut dapat goyah bilamana dalam masyarakat 

tersebut terdapat ancaman yang salah satuya berupa tindak kejahatan pemalsuan. 

Dibentuknya tindak pidana pemalsuan surat ini ditujukan bagi perlindungan 

hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran mengenai isi surat-

surat tersebut. Tindak pidana pemalsuan surat ini dibentuk untuk memberi 

perlindungan hukum terhadap kepercayaan yang diberikan oleh umum (publicia 

fides) pada surat.
22

 

Surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang 

dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran 

seseorang dan dipergunakan sebagai bahan pembuktian. Dengan demikian, segala 

sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaaan, atau meskipun memuat 

tandatanda bacaan, tetap tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk 

dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat.
23

 

Jenis-Jenis Pemalsuan Dalam ketentuan hukum pidana dikenal beberapa 

bentuk kejahatan pemalsuan antara lain sumpah palsu, pemalsuan uang, 

pemalsuan merek dan materai dan pemalsuan surat.
24

 

1) Sumpah Palsu  

 Keterangan di bawah dapat diberikan dengan lisan atau tulisan. 

Keterangan dengan lisan berarti bahwa seseorang mengucapkan 

keterangan di muka seorang pejabat dengan disertai sumpah, memohon 

                                                           
22Satochid Kartanegara , Hukum Pidana II Delik-Delik Tertentu, tanpa tahun dan 

penerbit, Hlm .274 
23 Alfitra, Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di 

Indonesia, Jakarta: Raih Asa Sukses, , 2001, Hlm 23 
24 P.A.F Lamintang, Delik - Delik khusus.Mandar Maju, Bandung, 1991, Hlm  8 

UNIVERSITAS SARI MUTIARA INDONESIA



25 

 

 

 

 
 

kesaksian Tuhan bahwa ia memberikan keterangan yang benar, misalnya 

seorang saksi di dalam sidang pengadilan. Cara sumpah adalah menurut 

peraturan agama masing-masing. Sedangkan keterangan dengan tulisan 

bahwa seorang pejabat menulis keterangan dengan mengatakan bahwa 

keterangan itu diliputi oleh sumpah jabatan yang dulu diucapkan pada 

waktu mulai memangku jabatannya seperti seorang pegawai polisi 

membuat proses verbal dari suatu pemeriksaan dalam menyidik perkara 

pidana. 
25

 

2) Pemalsuan uang Objek pemalsuan uang meliputi pemalsuan uang 

logam, uang kertas Negara dan kertas bank.  

Dalam Pasal 244 KUHP mengancam dengan hukuman berat, yaitu 

maksimum lima belas tahun penjara. Barangsiapa membuat secara meniru 

atau memalsukan uang logam atau uang kertas Negara atau uang kertas 

bank dengan tujuan untuk mengedarkannya atau untuk menyuruh 

mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsukan. Hukuman yang 

diancam menandakan beratnya sifat delik ini. Hal ini dapat dimengerti 

karena delik ini tertipulah masyarakat seluruhnnya, tidak hanya beberapa 

orang saja. 

3) Pemalsuan Merek dan Materai Pemalsuan materai yang termuat 

dalam Pasal 253  

Pada pasal pertama title XI Buku II KUHP yang berjudul 

“Pemalsuan materai dan cap” adalah senada dengan pemalsuan uang, 

                                                           
25P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Op.Cit. Hlm 18 

UNIVERSITAS SARI MUTIARA INDONESIA



26 

 

 

 

 
 

tetapi bersifat sangat lebih ringan karena kalangan dalam masyarakat yang 

tertipu dengan pemalsuan materai ini sama sekali tidak seluas seperti 

dalam pemalsuan uang yang dapat dikatakan meliputi masyarakat luas. 

Dapat dimengerti bahwa kini maksimum hukuman hanya penjara selama 

tujuh tahun.Pemalsuan materai ini pertama-tama merugikan pemerintah 

karena pembelian materai adalah semacam pajak dan pemalsuan materai 

berakibat berkurangnnya pajak ke kas Negara. 

Selain dari unsur perpajakan, materai memiliki arti penting dalam 

masyarakat, yaitu dengan adanya materai maka surat  yang diberi materai 

yang ditentukan oleh undang-undang menjadi suatu surat yang sah, artinya 

tanpa materai berbagai surat keterangan, misalnya surat kuasa, tidak dapat 

diterima sebagai pemberian kuasa yang sah. Demikian juga dalam 

pemeriksaan perkara dimuka pengadilan, surat- surat baru dapat 

dipergunakan sebagai alat pembuktian apabila dibubuhi materai yang 

ditentukan oleh undang-Undang.  

4) Pemalsuan Surat Pemalsuan dalam surat-surat dianggap lebih 

bersifat mengenai kepentingan masyarakat dengan keseluruhannya,  

yaitu kepercayaan masyarakat kepada isi surat-surat dari pada 

bersifat mengenai kepentingan dari individu yang mungkin secara 

langsung dirugikan dengan pemalsuan surat ini.Pemalsuan surat diatur 

didalam pasal 263 sampai pasal 276 KUHP. 

5) Menggunakan surat palsu Menggunakan surat palsu terjadi apabila 

perbuatan pemalsuan terhadap suatu akte atau surat telah terjadi. 
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Dengan kata lain tindak pidana menggunakan surat palsu tidak 

mungkin terjadi bilamana belum ada tindak pidana yang mendahuluinya 

yaitu pemalsuan surat atau membuat surat palsu. Pada dasarnya terjadinya 

suatu pemalsuan tentu karena ada tujuan sendiri atau permintaan dari 

seseorang yang akan digunakan untuk tujuan tertentu, sehingga orang yang 

menyuruh tersebut bisa saja sebagai yang menggunakannya. Surat yang 

dibuat atas permintaan yang berkepentingan dengan penuh kepercayaan 

terhadap orang yang mempergunakannya, bukan alasan yang dapat 

menghilangkan sifat perbuatan membuat surat palsu yang dimaksud dalam 

Pasal 263 KUHP.  

Salah satu contoh tindak pidana menggunakan surat palsu ini dapat 

dijumpai dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 71 PK/Pid/2005. 

Dalam putusan tersebut diketahui bahwa terdakwa dengan sengaja 

menggunakan surat pemberitahuan pajak tentang (SPPT) palsu atau yang 

dipalsukan dengan cara mengubah data di dalamnya. 

Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemalsuan surat” dan 

menghukumnya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Dapat atau 

tidaknya dihukum seseorang telah menggunakan surat palsu harus terlebih 

dahulu ada putusan pengadilan yang menyatakan surat yang diganakan 

tersebut sebagai surat palsu atau yang dipalsukan.  
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6) Penggunaan Surat Palsu Tidak Harus Menimbulkan Kerugian Nyata.  

Penggunaan surat palsu dalam tindak pidana pemalsuan dokumen 

harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu 

kerugian itu nyata/benar ada, baru kemungkinan saja akan adanya 

kerugian itu sudah cukup untuk menjerat pelaku pemalsuan surat. 

Kemudian, yang diartikan kerugian di sini tidak saja hanya meliputi 

kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian di lapangan masyarakat, 

kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya (immateriil). 

 

2.6         Sidang Komisi Kode Etik Tindak Pidana 

              Sidang KKEP merupakan sidang untuk memeriksa dan memutus perkara 

pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh anggota Polri.Sidang KKEP dilaksanakan 

paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkan keputusan 

pembentukan KKEP. Ketua 52 KKEP menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan 

sidang diberitahukan secara tertulis oleh Sekretaris pada Sekretariat KKEP fungsi 

Wabprof paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan sidang, kepada: 

a. Terduga Pelanggar  

b. Penuntut 

 c. Pendamping.  

            Penuntut memberitahukan waktu dan tempat pelaksanaan sidang KKEP 

secara tertulis kepada Saksi untuk hadir dalam persidangan, paling lama 5 (lima) 

hari kerja sebelum pelaksanaan sidang. Sidang KKEP dilaksanakan di Markas 

Kepolisian atau di tempat lain yang ditentukan dan bersifat terbuka untuk umum, 
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kecuali komisi menetapkan lain. Sidang KKEP wajib dihadiri oleh Terduga 

Pelanggar.Dalam hal Terduga Pelanggar tidak hadir setelah dipanggil 2 (dua) kali 

secara sah, Sidang KKEP dilaksanakan tanpa kehadiran Terduga 

Pelanggar.Sidang KKEP dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan 

sudah harus menjatuhkan putusan.  

Tahapan dalam pelaksanaan Sidang KKEP sebagai berikut:  

 Penuntut, Sekretaris, dan Pendamping sudah berada di ruang sidang 

sebelum sidang dimulai  

 Perangkat KKEP mengambil tempat yang telah ditentukan di ruang sidang  

 Ketua KKEP membuka sidang  

 Sekretaris membacakan tata tertib sidang  

 Ketua KKEP memerintahkan Penuntut untuk menghadapkan Terduga 

Pelanggar ke depan persidangan  

 Ketua Sidang Komisi menanyakan identitas Terduga Pelanggar, 

menanyakan kesehatan dan kesediaan Terduga Pelanggar untuk diperiksa  

 Ketua KKEP memerintahkan Penuntut membacakan persangkaan terhadap 

Terduga Pelanggar  

 Ketua KKEP menanyakan kepada Terduga Pelanggar/Pendamping apakah 

telah mengerti dan akan mengajukan eksepsi/bantahan secara lisan atau 

tertulis 

 Ketua KKEP memberikan kesempatan kepada Terduga Pelanggar/ 

Pendamping untuk menyiapkan eksepsi/bantahan, apabila Terduga 

Pelanggar/Pendamping menggunakan hak eksepsi secara tertulis 
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 Terduga Pelanggar/Pendamping membaca eksepsi/bantahan dan 

selanjutnya menyerahkan eksepsi/bantahan kepada Ketua KKEP dan 

penuntut  

 Ketua KKEP membacakan Putusan Sela, apabila eksepsi/bantahan 

diterima sidang ditunda, dan apabila ditolak Sidang dilanjutkan  

 Ketua KKEP memerintahkan Penuntut untuk menghadapkan saksi-saksi 

dan barang bukti guna dilakukan pemeriksaan  

 Ketua KKEP memerintahkan Penuntut untuk menghadapkan Terduga 

Pelanggar guna dilakukan pemeriksaan  

 Ketua KKEP menanyakan kepada Terduga Pelanggar/Pendamping, 

apakah akan menghadirkan Saksi atau barang bukti yang menguntungkan 

 Penuntut membacakan tuntutan  

 Terduga Pelanggar/Pendamping menyampaikan pembelaan  dan 

 Ketua KKEP membacakan Putusan.  
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